
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.11, 2018 KEUANGAN. DAK Fisik. Petunjuk Teknis.  

Perubahan. 
 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana 

Alokasi Khusus Fisik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana 

Alokasi Khusus Fisik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
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Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6138); 

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 364); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS 

FISIK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 123 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 364) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, ayat (3) dan ayat (4) 

Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 

(1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: 

a. DAK Fisik Reguler; 

b. DAK Fisik Penugasan; dan 

c. DAK Fisik Afirmasi. 

(2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi bidang: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan dan keluarga berencana; 

c. perumahan dan pemukiman; 

d. pertanian; 

e. kelautan dan perikanan; 

f. industri kecil dan menengah; 
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g. pariwisata; 

h. jalan; 

i. irigasi; 

j. air minum; 

k. sanitasi; 

l. pasar; 

m. energi skala kecil; 

n. lingkungan hidup dan kehutanan; dan 

o. transportasi. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan 

ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan 

ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: 

a. penganggaran; 

b. persiapan teknis; 

c. pelaksanaan; 

d. pelaporan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi. 

(2) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman teknis tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

(3) Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

mengacu kepada petunjuk operasional yang 

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. 

(4) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.  

(5) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk 

operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
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menteri/pimpinan lembaga menetapkan 

perubahan petunjuk operasional paling lambat 

minggu kedua bulan Maret tahun anggaran 

berkenaan. 

(6) Dalam hal terdapat program pemerintah yang 

didanai dari DAK Fisik yang bersifat lintas bidang 

DAK Fisik, pedoman teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam 

Peraturan Presiden. 

 

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 

diubah, ayat (4) Pasal 4 dihapus, dan diantara ayat (3) 

dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), 

ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala 

Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD 

dan/atau APBD Perubahan mengacu pada 

pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dan petunjuk operasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang 

dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD 

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan sesuai dengan rincian alokasi DAK 

Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden mengenai rincian APBN atau informasi 

resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang 

dipublikasikan melalui portal Kementerian 

Keuangan. 

(3) Dalam hal Kebijakan Umum Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan 
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sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN atau informasi resmi mengenai 

alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal 

Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik 

langsung ditampung dalam mekanisme 

pembahasan APBD. 

(3a) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah 

ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN atau informasi resmi 

mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan 

melalui portal Kementerian Keuangan, 

Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK 

Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD 

dengan cara menetapkan peraturan Kepala 

Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD 

tahun anggaran berkenaan. 

(3b) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAK Fisik 

dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN 

perubahan diundangkan setelah Pemerintah 

Daerah menetapkan APBD perubahan tahun 

anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah 

menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud 

dengan menetapkan peraturan Kepala Daerah 

mengenai penjabaran atau perubahan penjabaran 

APBD perubahan tahun anggaran berkenaan. 

(3c) Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD 

tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan 

pedoman teknis dan petunjuk operasional, 

Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran 

DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan 

cara menetapkan peraturan Kepala Daerah 

mengenai perubahan penjabaran APBD tahun 

anggaran berkenaan. 

(4) Dihapus. 
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